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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Secara kodrat manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara 
bersama-sama dalam suatu lingkungan wilayah tertentu. Dalam menjalankan 
kehidupannya, seseorang tidak bisa hidup sendiri dalam suatu kelompok 
masyarakat, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial (zoon 
politiocon).
1
Demi menjaga agar dapat melangsungkan hidupnya, seseorang 
melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya guna untuk saling memenuhi 
kebutuhan satu sama lainnya. 
Interaksi dalam masyarakat, seorang tidak dapat dipisahkan dari 
bentrokan atau perselisihan di dalam kelompok masyarakat tersebut. 
Permasalahan itu tidak dapat dihindarkan apabila seseorang dalam memenuhi 
kebutuhan dan kepentinganya merugikan pihak yang lain. Agar dapat memenuhi 
kepentinganya dengan aman, damai dan tentram maka tiap manusia perlu adanya 
norma yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam berinteraksi di 
lingkungan masyarakat.
2
 Norma tersebut merupakan aturan mengenai prilaku 
yang patut atau tidak patut dilakukan ketika berinteraksi dengan pihak lainya. 
Dalam pergaulan masyarakat, norma itu dapat bersumber dari kebiasaan 
masyarakat adat setempat, yang diyakini benar oleh kelompok masyarakat 
tersebut dan dipatuhinya sebagai aturan bertindak dalam kehidupan 
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bermasyarakat, sehingga disetiap wilayah masyarakat hukum adat memiliki 
norma adat yang berbeda-beda. 
Norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat hukum adat terdiri 
dari, norma kepercayaan (agama) yaitu mengatur manusia mengenai kewajiban 
dengan Tuhan, berasal dari Tuhan sehingga apabila dilanggar sanksinya diberikan 
oleh Tuhan. Norma kesusilaan, yaitu aturan sosial yang bersumber dari hati 
sanubari manusia yang menimbulkan akhlak bagi manusia, sehingga dapat 
membedakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, apabila dilanggar akan 
mendapatkan sanksi dari dirinya sendiri. Norma kesopanan, yaitu ditunjukan 
kepada sikap pelakunya demi penyempurnaan ketertiban masyarakat, yang 
betujuan menciptakan perdamaian dan tata tertib. Apabila masyarakat dalam 
pergaulan kehidupan melakukan pelanggaran terhadap normayang diuraikan 
diatas, maka pelanggar norma itu akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat 
hukum adat, yang mana sanksi tersebut dianggap oleh masyarakat hukum adat 
dapat membuat jera pelakunya. 
Dalam wilayah masyarakat hukum adat Minangkabau, untuk 
menegakkan norma adat yang berlaku, masyarakat hukum adatnya membentuk 
lembaga peradilan adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adat. 
Secara sederhana masyarakat hukum adat Minangkabau mengartikan peradilan 
adat sebagai lembaga adat yang menagani sengketa adat yang ada di Minangkabau 
yang tidak dipengaruhi oleh lembaga lainnya. 
Lembaga peradilan adat yang dibentuk oleh nagari pada awalnya 
bertujuan agar dapat menyaring sengketa yang timbul dalam masyarakat hukum 
adat, dengan cara mediasi dan tidak menghilangkan esensial dari musyawarah 
  
yang digaungkan jauh sebelum Indonesia merdeka oleh masyarakat hukum adat 
Minangkabau itu sendiri.  
Sistem peradilan yang ada di Sumatera Barat yaitu peradilan adat nagari, 
yang lebih dikenal dengan nama lain yakni Peradilan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN), yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 
tentang Nagari. Secara sederhana masyarakat hukum adat di Minangkabau 
mengartikan peradilan adat sebagai proses, cara mengadili dan menyelesaiakan 
sengketa adat yang diatur diluar Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman. 
Lembaga peradilan adat di Minangkabau ini telah tumbuh serta berkembang dan 
dipelihara untuk dipatuhi oleh masayrakat Minangkabau dalam kehidupan 
masyarakat Minang hingga saat ini. 
Peradilan Adat Selaras dengan pengertian tentang peradilan adat menurut 
masyarakat hukum adat diatas, Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 
2018 tentang Nagari menjelaskan  bahwa “Nagari atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat 
salingka Nagariyang bersifat mediasi”. 
Sedangkan fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari selalu diatur dalam 
setiap perubahan Peraturan Daerah yang memuat tentang Kerapatan Adat Nagari 
didalamnya, sesuai dengan sejarah peraturan yang mengaturnya, seperti diatur 
pada Pasal 7 ayat (1) huruf B dan huruf C Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 
1983, Keputusan Gubernur Nomor 8 tahun 1984,Pasal4 Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 189-104-199, 
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok 
Pemerintahan Nagari dirubah menjadi Perda Nomor 2 tahun 2007 dan terakahir 
  
disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018, 
tentang Nagari. Dari perkembangan aturan tersebut penulis menyimpulkan 
bahwasanya Kerapatan Adat Nagari dapat berfungsi untuk menyelesaiakan jenis 
perkara seperti : 
1. Sengketa mengenai gelar (Sako). 
2. Sengketa mengenai harta (Pusako) 
3. Sengketa perdata lainya . 
Sengekta sako ialah sengketa yang berkaitan dengan gelar turun temurun 
untuk kaum sesuai garis keturunan Ibu kebawah yang akan dijadikan penghulu. 
Sengketa tentang harta pusako yaitu sengketa yang berhubungan dengan harta 
pusaka tinggi seperti tapian, hutan pandam pakuburan. Sengketa mengenai 
perdata lainya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat 
seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.
3
 
Peradilan adat di Minagkabau dapat disandarkan pada Undang-Undang 
Dasar 1945 Amandemen ke dua di Pasal 18 B menyatakan Negara juga mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hak-hak 
tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
hukum adat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
Unadang-Undang. 
Prinsip penyelesaian masalah sengketa adat pada dasarnya diselesaikan 
secara kekeluargaan antara para pihak yang berperkara melalui musyawarah 
mufakat, seperti ungkapan pepatah minang “bajanjang naiak batanggo turun” 
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oleh para ninik mamak. Apabila para pihak tidak bisa menyelesaikan perkaranya 
secara kekeluargaan maka para pihak menyelesaikan perkaranya melalui 
Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang difasilitasi oleh ninik mamak yang 
mengemban tugas sebagai mediator dalam peradilan adat. Setelah proses tersebut 
dilalui oleh para pihak, tetapi pihak yang berpekara belum puas dengan hasil 
keputusan peradilan adat maka permasalahannya dapat diselesaikan melalui 
pengadilan negri. 
Kerapatan Adat Nagari ialah lembaga adat tertinggi di nagari, tetapi 
disetiap nagari memiliki Kerapatan Adat Nagari bersamaan berdirinya suatu 
nagari. Selain itu Kerapatan Adat Nagari dinyatakan penting karena Kerapatan 
Adat Nagari selain lembaga adat, juga mengatur pemanfaatan tanah ulayat dan 
sekaligus befungsi untuk menyelesaiakan sengketa. 
Sengketa yang sering muncul dalam masyarakat Minangkabau berupa 
sengketa pusako, dan sako. Sengketa Pusako yang sering dihadapi oleh 
masyarakat berupa sengketa mengenai harta pusako. Hal ini penulis simpulkan 
dari data dengan di dominasinya kasus sengketa harta pusako di Kerapatan Adat 
Nagari Kecamatan Kuranji. Persoalan harta pusako di Minangkabau sering 
menimbulkan dualisme dalam penyelesaiannya karena masyarakat beranggapan 
lebih baik menyelesaikan perkara harta pusako ke Pengadilan Negeri daripada 
diselesaikan melalui KAN.
4
 Hal ini disebabkan karena keputusan yang dihasilkan 
oleh KAN tidak memiliki hak eksekutorial, oleh sebab itu masyarakat hukum adat 
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berpandangan peradilan adat sebagai tahapan untuk penyelesaian sengketa harta 
pusako di Pengadilan Negeri . 
Saat sekarang ini, masyarakat hukum adat Minangkabau sulit menerima 
hasil dari keputusan lembaga peradilan adat yang ada di nagari, sehingga salah 
satu pihak yang tidak puas dengan hasil dari keputusan lembaga peradilan adat 
tersebut memilih untuk melanjutkan sengketa adat melalui kekuasaan kehakiman 
di lingkungan peradilan umum. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), menyatakan 
bahwa kekuasan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan 
yang berada di bawahanya,seperti lingkungan peradilan umum, peradilan militer, 
peradilan agama, dan peradilam tata usaha Negara. 
Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari keempat 
lingkungan peradilan yang dibawahnya. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menjelaskan tugas dan wewenag 
Mahkamah Agung yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan 
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap (inkracht). Peradilan umum diperankan oleh Pengadilan Negeri yang 
bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata pada tingakat 
pertama, banding dan bermuara di Mahkamah Agung. Peradilan agama bertugas 
berwenang memerikisadan mengadili sengketa yang berlandaskan konsep 
syariaah islam. Peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Militer, Mahkamah 
Militer Tinggi dan Mahkamah Milter Agung, Tugas dan wewenangya memeriksa 
dan mengurus perkara pidana yang dilakukan Tentara Nasional Indoneia. 
  
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwewenang memeriksa dan 
memutus sengeketa tata usaha Negara.  
Bertitik tolak dari latar belakang dan informasi pra penelitian yang 
menunjukan peradilan adat kurang berperan dalam penyelesaian sengketa di 
Kuranji, hal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk diteliti. Penelitian tersebut  
dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang dan dituangkan dalam suatu bentuk 
karya tulis yang berjudul: EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO DI KECAMATAN 
KURANJI KOTA PADANG. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas 
tentang permasalahan yang hendak di teliti dan dicarikan pemecahanya,sehingga 
nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dan 
penyusunan hasil penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mudah untuk 
dipahami. 
Dari uraian latar belakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana ruang lingkup sengketa sako dan pusako di Kecamatan 
Kuranji Kota Padang ? 
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa sako dan pusako melalui 
Kerapatan Adat Nagari di Kuranji Kota Padang? 
3. Bagaimana Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa sako 
dan pusako di Kuranji Kota Padang? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
  
Tujuan penelitian adalah suatu kajian dalam penelitian yang didasarkan 
kepada permasalahan yang diajukan.  
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui batasan rung lingkup sengketa sako dan pusako di 
Kecamatan Kuranji Kota Padang. 
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa sako dan pusako 
memalui Kerapatan Adat nagari di Kuranji Kota Padang. 
3. Untuk mengetahui eksistensi Peradilan Adat dalam penyelesaian 
sengketa sako dan pusako di kuranji Kota Padang. 
D. Manfaat Penelitian 
Tiap penelitian harus diyakini kegunaanya bagi pemecahan masalah yang 
diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik 
tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu 
memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini 
dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi 
praktis.
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Adapun manfat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat teoritis  
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku 
perkuliahan dan membandingkanya dengan praktek di lapangan. 
b. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu 
hukum terutama dalam penyelesaian sengketa secara adat. 
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c. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 
untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat praktis  
a. Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat. 
b. Semoga memberikan masukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan 
eksistensi peradailan adat. 
c. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis tentang Peradilan 
Adat terutama dalam penyelesaian sengketa sako dan pusako. 
E. Metode Penelitian 
  Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu 
metode. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 
sosiologis guna mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pemecahan 
permasalahan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Metode Pendekatan  
  Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang 
menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang akan 
dibahas dikatikan dengan praktik di lapangan
6
 yaitu tentang peradilan adat dalam 
penyelesaian sengketa sako dan pusako di Kuranji. 
2. Sifat Penelitian  
   Penelitian bersifat deskriptif yang mengambarkan secara tepat upaya 
penyelesaian sengketa sako dan pusako melalui peradilan adat di Kuranji dan 
menggambarkan eksitensi peradilan adat tersebut. 
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3. Teknik Penarikan Populasi dan Sampel. 
a. Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, 
kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.
7
 Dalam 
penelitian ini penulis menjadikan seluruh sengketa sako dan pusako yang 
diselesaiakan peradilan adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang sebagai 
populasi yang diteliti. 
b. Sampel Penelitian  
 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu 
penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan 
tetapi dilaksanakan pada sampel.
8
 Adapun teknik yang penulis gunakan 
dalam penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu kesempatan 
seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya sampel 
yang akan dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti 
Dengan demikian peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap 
dapat mewakili populasi. Sampel penelitian adalah peradilan adat di 
kecamatan Kuranji Kota Padang.  
4. Sumber dan Jenis Data 
a. Sumber Data 
1. Penelitian lapangan (field research) sumber yang didapat langsung dari 
objek dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungantempat 
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penelitian diadakan yaitu pada peradilan adat di Kecamatan Kuranji Kota 
Padang.  
2. Penelitian Kepustakaan merupakan data yang didapat melalui 
kepustakaan(library research)
9
 yang dilaksanakan di Perpustakaan 
Andalas, dan perpustakaan pribadi. 
b. Jenis Data 
Selanjutnya data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum yang 
meliputi : 
1. Data primer, yaitu bahan atau data yang diproleh melalui penelitian 
lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kerpatan 
Adat Nagari di Kecamatan Kuranji Kota Padang. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer  diperoleh dengan mempelajari 
peraturan perundang –undangan  pendapat para sarjana dan 
hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan 
mempelajari buku-buku serta majalah-majalah yang  bersifat 
mengikat dan memiliki berhubungan dengan pokok 
permasalahan ini. 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945. 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
3. Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
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4. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 
tentang Nagari. 
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 
bersumber dari buku-buku, kamus–kamus, jurnal dan hasil 
penelitian. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder seperti kamus. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
   Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu : 
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara berhadapan muka 
dengan orang yang diwawancarai.
10
 Tipe wawancara yang 
digunakan adalah semi terstruktur yaitu dengan mempersiapakan 
pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan 
terbuka di luar pedoman wawancara. 
b. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dan mempelajari 
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
a) Teknik Pengolahan Data  
Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara 
studi dokumen atau bahan pustaka (documentary study), yaitu teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan 
kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang 
akan dibahas, dan wawancara dengan pemuka adat yang mengetahui dan 
membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan 
yang lebih dalam dan kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.
11
 
Semua data yang didapatkan akan diolah menggunakan teknik pengolahan  
dengan cara editting. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan 
diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan 
hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh 
bahan hukum yang lebih terstruktur.
12
 
 Setelah bahan yang berkaitan dipilih, selanjutnya penulis membetulkan, 
memeriksa dan meneliti data yang diperoleh kembali sehingga menjadi suatu 
kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didala 
penarikan kesimpulan nantinya. 
b) Analisis Data  
Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan (data primer dan data sekunder) dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap pendapat para 
ahli dan data yang terkumpul berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. 
F.  Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan uraian yang sebaik–baiknya serta sistematik, dalam 
skripsi ini dibagi atas empat Bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab 
yang pembagiannya disesuaikan dengan isi dari masing-masing bab. 
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  BAB I  PENDAHULUAN  
 Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisanya. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Menguraiakan tentang adat, sako dan pusako, 
sengketa sako dan pusako, peradilan adat, 
eksistensi peradilan adat. 
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Menguraikan tentang proses penyelesaian sengketa 
melalui peradilan adat serta eksistensi dari 
perdailan adat dalam penyelesaian sengketa sako 
dan pusako di kuranji. 
BAB IV   PENUTUP 
Merupakan kesimpulan dan saran-saran yang 
merangkum segaala uraian permasalahan dalam 
eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sako 
dan pusaka di Kuranji. 
 
